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Pojok Literasi Digital di Ruang Publik
SALATIGA (KR) - Pemanfaatan pojok baca secara digital

akan mendukung minat masyarakat dalam membaca.

Rencananya literasi digital akan ditempatkan di seluruh

wilayah Kota Salatiga. Langkah ini dengan menggunakan pe-

manfaatan wifi gratis sehingga bisa mengakses kumpulan

buku secara digital. Penegasan ini dikatakan Penjabat (Pj)

Walikota Salatiga, Yasip Khasani, saat menerima Ikatan

Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Salatiga di Ruang

Kerja Walikota, Jalan Sukowati 51, Selasa (27/2). 

ÓSaya akan menempatkan pojok baca sebagai langkah lit-

erasi digital di seluruh wilayah Kota Salatiga. Pojok baca ini

akan diterapkan secara digital di public space dengan meng-

gunakan free wifi," kata Yasip Khasani. Ia mengungkapkan

ruang publik misalnya di pojok kota, hotel, pusat keramaian,

termasuk di sekolah. Ke depan akan tempelkan barcode, se-

hingga masyarakat tinggal scan barcode tersebut dan bisa

membaca buku dengan bebas tanpa password. Koleksi per-

pustakaan bisa masuk. 

Yasip juga mengajak IMM untuk bisa bekerja secara nyata,

tidak hanya di akademik saja melainkan membangun hu-

bungan yang baik dan relasi dengan berbagai pihak. ÓBikin

kegiatan yang konstruktif seperti produksi daur ulang sam-

pah. Bangun kerja sama dengan  Bank Sampah dan Dinas

Lingkungan Hidup dan dinas lainnya,Ó kata Yasip.         (Sus)-f

Polres Sukoharjo Bangun Pengamanan Swakarsa
SUKOHARJO (KR) Polres Sukoharjo melaksanakan

sambang kamtibmas sekaligus melakukan penilaian terhadap

Satkamling. Sambang dan penilaian tersebut dalam rangka

lomba Satkamling tingkat Polres Sukoharjo. Kapolres Suko-

harjo AKBP Sigit melalui Kasubsi Penmas Bripka Eka Pra-

setia, dalam keterangannya, Kamis (29/2) menjelaskan bah-

wa lomba Satkamling tersebut Dalam rangka revitalisasi Sat-

kamling keaktifan warga masyarakat Menjaga lingkungannya

serta cipta kodusifitas kamtibmas jelang Ramadan 1445 H.

"Lomba Satkamling ini dalam rangka meningkatkan sistem

keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa de-

ngan harapan dapat menjaga kondusifitas wilayah hukum

Polres Sukoharjo," ujarnya. Pada kesempatan itu, Polres Su-

koharjo melaksanakan penilaian di Satkamling Desa Gum-

pang, Desa Trosemi, Desa Madegondo, dan Desa Ngrombo.

"Penilaian dibagi dua tim, dimana satu tim ke Desa Trosemi

Kecamatan Gatak dan Desa Gumpang Kecamatan Kartasura

dan satu tim lainnya ke Desa Madegondo Kecamatan Grogol

dan Desa Ngrombo Kecamatan Baki. Semoga melalui lomba

ini, kedepan Satlamling menjadi garda terdepan dalam penga-

manan swakarsa di lingkungan,"  lanjutnya. (Mam)-f

BOYOLALI (KR) - Kejak-

saan Negeri Boyolali bertekad

menuntaskan kasus dugaan

korupsi di Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD)

Puskesmas Rawat Inap

Kemusu. Bahkan, Kejaksaan

telah menaikkan tahap penye-

lidikan ke tahap penyidikan.

ÓKasus ini mengakibatkan

potensi kerugian keuangan

negara hingga Rp 1,5 miliar,Ó

ujar Kajari Boyolali, Tri

Anggoro Mukti, Rabu (28/2).

Dijelaskan, penyelidikan ka-

sus dugaan korupsi tersebut

dimulai Oktober 2023 lalu.

Adapun potensi kerugian ke-

uangan negara yang ditim-

bulkan, berdasarkan hasil

penghitungan Inspektorat

Boyolali. "Per tanggal 27

Februari 2024 kita tingkatkan

ke tahap penyidikan,Ó jelasnya. 

Namun demikian, pihaknya

belum menetapkan adanya

tersangka. Setelah meningkat-

kan ke tahap penyidikan, ma-

ka pihak Penyidik Kejari

Boyolali akan segera melaku-

kan pemeriksaan kepada sak-

si-saksi. ÓDalam tahap penyi-

dikan ini, kita akan melakukan

proses pemeriksaan saksi-

saksi dan pengumpulan alat

bukti terlebih dahulu,Ó katanya. 

Adapun modus dugaan ko-

rupsi tersebut adalah peng-

gunaan dana BLUD Puskes-

mas Kemusu oleh karyawan

Puskesmas setempat. Dana

digunakan untuk kepentingan

sendiri di luar kewenangan

dan atau jabatannya di

Puskesmas Kemusu. 

ÓModusnya, ada pembuat-

an data fiktif terkait pelaporan

keuangan pendapatan BLUD

Puskesmas Kemusu pada pe-

riode pendapatan 2017 sam-

pai 2022. Data dipergunakan

sebagai laporan ke Dinas Ke-

sehatan Kabupaten Boyolali,Ó

katanya 

Sehingga tidak ada mark up

anggaran. Yang terjadi adalah,

pendapatan dari BLUD Pus-

kesmas Kemusu yang harus-

nya digunakan untuk pening-

katan pelayanan, tetapi digu-

nakan untuk kepentingan prib-

adi. 

ÓPengusutan kasus ini ber-

awal dari informasi masyara-

kat,Ó jelasnya. Setelah di-

lakukan penyelidikan dan

berkoordinasi dengan Inspek-

torat Kabupaten Boyolali, ka-

sus dugaan korupsi di Puskes-

mas Kemusu tersebut memi-

liki potensi kerugian keuangan

negara mencapai sebesar Rp

1,5 miliar. 

ÓItu terjadi dalam kurun wak-

tu 5 tahun, periode 2017-

2022,Ó ungkapnya. 

(Mul)-f

SUKOHARJO (KR) - Pendaftaran

menjadi peserta Program Mudik Gratis

Lebaran 2024 Pemkab Sukoharjo res-

mi ditutup setelah kuota penuh. Total

350 kursi menggunakan tujuh armada

bus dipastikan sudah terisi semua dan

tinggal menunggu tanggal pembe-

rangkatan. Pendaftaran ditutup setelah

hanya dalam beberapa hari saja dibu-

ka kuota sudah penuh.

Kepala Dinas Perhubungan (Dis-

hub) Sukoharjo Toni Sri Buntoro,

Kamis (29/2) mengatakan, Pemkab

Sukoharjo melalui Dishub sebelumnya

sudah membuka pendaftaran menjadi

peserta Program Mudik Gratis

Lebaran 2024. Pendaftaran dilayani

dengan nomor pelayanan Whats-App

08161169233 dan 08777620892.

Syarat peserta hanya mengumpulkan

fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

warga Kabupaten Sukoharjo.

Hanya dalam beberapa hari saja

setelah pendaftaran dibuka, kuota

yang disediakan langsung penuh.

Total sebanyak 350 kursi yang disedi-

akan di tujuh unit armada bus di-

pastikan sudah terisi semua. Bus

tersebut selanjutnya tinggal menunggu

pemberangkatan sesuai jadwal yang

telah ditentukan. "Pendaftaran sangat

banyak dan animo tinggi. Jadi begitu

pendaftaran dibuka sudah banyak

yang mendaftar dan kuota cepat ter-

penuhi. Sekarang secara resmi pen-

daftaran sudah kami tutup," ujarnya.

Program Mudik Gratis Lebaran

2024 dilayani dengan tujuan dari da-

erah perantauan Jakarta pulang kam-

pung ke Kabupaten Sukoharjo. Pem-

berangkatan bus akan dilaksanakan

pada 6 April 2024 di Taman Mini

Indonesia Indah (TMII) Jakarta sekitar

pukul 10.00 WIB. Toni mengatakan,

sebelumnya pendaftaran Program

Mudik Gratis Lebaran 2024 secara

resmi sudah dibuka bagi warga

Kabupaten Sukoharjo yang sedang

merantau di daerah Jakarta. Pendaf-

taran bisa dilakukan secara personal

ataupun melalui koordinator.

Pemkab Sukoharjo pada momen

Lebaran tahun 2024 kembali menyiap-

kan program Mudik Gratis. Kegiatan

serupa sudah dilakukan setiap tahun

saat Lebaran. Program Mudik Gratis

Lebaran disiapkan Pemkab Sukoharjo

sebagai fasilitas transportasi gratis bagi

warga Sukoharjo yang merantau dan

akan pulang ke kampung halaman.

Animo pemudik sangat tinggi meng-

ikuti program tersebut. Hal ini terlihat

dengan selalu penuhnya armada bus

yang disediakan. Bahkan proses pen-

daftaran berlangsung cepat karena

banyaknya pemudik yang akan meng-

ikuti program Mudik Gratis Lebaran.

Pada Program Mudik Gratis

Lebaran 2024 ini Pemkab Sukoharjo

akan menyiapkan tujuh armada bus.

Semua bus tersebut akan mengang-

kut perantau dari Jabodetabek pulang

ke kampung halaman di Kabupaten

Sukoharjo. Tujuan tersebut sama seti-

ap tahun saat Program Mudik Gratis

Lebaran dijalankan. 

"Program Mudik Gratis Lebaran

2024 Pemkab Sukoharjo. Program

sama seperti tahun sebelumnya de-

ngan tujuan perantau dari Jabo-

detabek pulang ke kampung halaman

di Kabupaten Sukoharjo. Semua di-

fasilitasi Pemkab Sukoharjo dan

gratis," lanjutnya.                         (Mam)-f

Kuota Program Mudik Gratis Sudah Penuh

Dugaan Korupsi Puskesmas Kemusu Masuk Tahap Penyidikan

KR-Mulyawan

Kajari Boyolali, Tri Anggoro Mukti (tengah) saat jumpa pers. 
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sampai ke distributor.

Ketiga, tambah Hilman,

Persatuan Penggiling Padi

dan Pengusaha Beras

Indonesia (Perpadi) mema-

parkan kepada bahwa penen-

tuan harga komoditas ini

dibentuk oleh pelaku usaha

yang memiliki jaringan lang-

sung dengan produsen di

wilayah sentra produksi. "Hal

ini kemudian berpengaruh se-

cara langsung terhadap harga

jual beli di daerah lain," ucap

Hilman.

Sementara poin keempat

yakni efektivitas kebijakan har-

ga eceran tertinggi (HET) un-

tuk komoditas beras, dimana

berdasarkan data dan infor-

masi dari berbagai daerah,

harga yang terbentuk di pasar

relatif lebih besar dari HET

yang ditetapkan oleh pemerin-

tah. "Berkaitan dengan hal

tersebut, KPPU juga telah

membentuk tim yang tidak

hanya mengkaji industri tetapi

juga melakukan investigasi,

dan bila ditemukan adanya in-

dikasi praktik persaingan usa-

ha tidak sehat, KPPU akan

menindaklanjutinya dengan

proses penegakan hukum,"

tegas Hilman.         (Ant/Has)-d

perekaman lebih detail terkait proses-proses yang terlibat mulai

dari hulu sampai hilir, mulai dari lingkungan juga sampai pada ta-

naman.

Data yang disimpan dalam basis data (database) semakin lama

semakin besar, seiring dengan berjalannya waktu pengamatan

dalam proses produksi. Analisis data yang tersimpan dalam jumlah

besar biasa disebut dengan Big Data Analysis atau analisis data

besar. Penggunaan Big Data Analysis dapat memberikan pema-

haman kepada petani dari hasil ekstraksi nilai informasi yang

mungkin dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan produk-

tivitas. 

Model pengembangan data pertanian tingkat desa sangat pen-

ting. Ini berkaitan dengan peningkatan produktivitas, penentuan

komoditas yang akan ditanam, kualitas tanah, penanganan hama

dan penyakit dan masih banyak lagi. Data pertanian ini dapat di-

capture atau diupdate secara realtime dalam framework data tung-

gal. Sehingga dapat diolah dan dianalisa menjadi sebuah keputus-

an yang tepat secara bisnis. 

Permasalahan utama dalam pengembangan data pertanian

adalah institusional, SDM dan Teknologi dan Informasi. Posisi

Kementerian Pertanian dalam model pengembangan data pertani-

an tingkat desa ini adalah sebagai lead untuk kemudian

diserahkan di tingkat daerah yaitu kepada Dinas Pertanian ma-

sing-masing. Kemudian dibreakdown lagi ke wilayah yang lebih

kecil yaitu kecamatan dan desa. 

Data tentu saja berkaitan dengan informasi. Yang berhubungan

dengan TIK perlu adanya kerja sama dengan Dinas Komunikasi

dan Informasi di level yang sama. Kominfo mempunyai peran pen-

ting dalam pengembangan data pertanian dengan perannya di

bawah koordinasi Kementan, yaitu dengan melakukan koordinasi

dengan Dinas Pertanian, Dinas Informasi dan Komunikasi dan pe-

merintah daerah terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi

untuk pertanian.  Pengumpulan data ini melibatkan tenaga lapang-

an yang dikoordinasi Dinas Pertanian melalui penyuluh-penyuluh

lapangan. Tenaga lapangan dapat ditambah dengan merekrut

asisten lapangan, tergantung APBD masing-masing daerah.

Pengembangan data pertanian di tingkat desa ini merupakan

kegiatan yang dilakukan untuk jangka panjang, sehingga perlu per-

siapan dan koordinasi antara lembaga dan pemerintah daerah

agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Adanya data perta-

nian di tingkat desa ini akan memudahkan pemerintah untuk mem-

buat suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan petani di la-

pangan. Pemetaan teknologi juga dapat dilakukan dengan melihat

data tunggal ini. 

Peran Kementerian Komunikasi dan Informasi tidak akan over-

lapping dengan kementerian atau lembaga lain, seperti Badan

Pusat Statistik, Kementerian Pertanian dan lainnya. Sinkronisasi

data untuk melakukan analisis dan prediksi merupakan salah satu

hal penting yang harus dipenuhi bidang pertanian. Dalam hal ini

upaya penggunaan data tunggal yang terintegrasi antar badan ter-

kait adalah solusi yang tepat. 

Ketepatan data dapat digunakan sebagai dasar keputusan dan

kebijakan dalam bidang pertanian. Contohnya keputusan impor

beras. Termasuk sebagai langkah antisipasi adanya dampak pe-

rubahan iklim seperti fenomena El Nino dan La Nina. (Penulis

adalah Dosen FTPUGM)-d
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hanya DPR saja, tetapi juga harus ada Pemerintah. Pemerintah

tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebe-

lah tangan," kata Guspardi.

Dikatakan, jika Pemerintah tidak juga mengirimkan Surat

Presiden (Surpres) dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait

RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan Pilkada tak

berubah. Disebutkan dalam Pasal 101 UU Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pilkada, pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada

November 2024. "Saya kira Pimpinan DPR sudah bersurat juga

kepada Pemerintah dalam menyikapi keputusan terkait per-

cepatan Pilkada itu," ujarnya.

Meski demikian, Guspardi meminta penyelenggara Pemilu agar

tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Selain

itu, agenda-agenda ke depan sudah seharusnya dihadapi.

"Mereka juga sudah buat Peraturan KPU terkait tahapan-tahapan

Pilkada, sudah dibahas dan disetujui juga oleh kami. Jadi silakan

dilanjutkan," pesannya. 

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) melarang jadwal

Pilkada Serentak 2024 diubah kembali. MK menegaskan pilkada

harus tetap digelar November 2024 sesuai Undang-Undang

Pilkada. Pernyataan itu tertuang dalam pertimbangan putusan

perkara nomor 12/PUU-XXII/2024. MK menyatakan hal tersebut

di bagian pertimbangan. Saat membacakan pertimbangan putu-

san di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2), hakim MK Daniel

Yusmic P Foekh menyebutkan, Pilkada harus dilakukan sesuai

dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari

tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024

dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. 

Dengan mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu

dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada

serentak. MK juga menyatakan caleg terpilih Pemilu 2024 harus

mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Mahkamah memerintahkan KPU untuk menjadikan hal itu sebagai

syarat bagi calon kepala daerah Pilkada Serentak 2024.(Ant/San)-f

menjadi cara BPKH untuk memasifkan edukasi

dan ajakan kepada masyarakat untuk mulai

menabung haji," jelasnya. 

Acara tersebut juga dihadiri Deputi

Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BP-

KH RI Ahmad Zaky,  Kepala Dinas

Perindustrian, Koperasi dan UKM  Kota Yogya,

Drs Tri Karyadi Riyanto Raharjo SH MSi

mewakili Walikota Yogyakarta, Kepala Dinas

Pariwisata Kota Wahyu Hendratmoko SE MM,

Kepala Diskominfosan Kota Ignatius Trihastono

SSos MM, Kepala Kantor Kemenag Kota yang

diwakili Kasubbag TU H Ahmad Mustafid SAg

MHum, Kepala Dinas Perhubungan Kota

Yogya Agus Arif Nugroho S STPMSi dan Ketua

Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DIY

GKR Bendara.

"Saat QR Code di-scan pada gawai, lang-

sung terkoneksi website dan Youtube BPKH.

Terdapat berbagai informasi terkait pengelolaan

keuangan haji yang bisa diakses masyarakat.

"Masih banyak yang belum mengetahui kalau

kita nabung haji dananya bertumbuh, karena di-

investasikan secara syariah. Jemaah haji bisa

melihat dananya tumbuh secara real time di ap-

likasi BPKH VA," ungkapnya.

Sementara Ketua Paguyuban Kusir Andong

DIY Purwanto mengakui dari tahun ke tahun

jumlah andong mengalami penurunan. Kalah

bersaing dengan moda transportasi yang lebih

murah.  Kolaborasi bersama BPKH berupa

branding andong menjadi ikon wisata di

Yogyakarta membuat kusir andong lebih mu-

dah dalam menggaet penumpang.         (Vin)-f


